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Transformasi kelembagaan ekonomi perdesaan di Indonesia semakin kompleks 

seiring munculnya program Koperasi Desa Merah Putih yang berdampingan 

dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penelitian ini bertujuan 

menganalisis transformasi tata kelola ekonomi perdesaan dalam dinamika 

kelembagaan antara BUM Desa yang belum optimal dan program Koperasi Desa 

Merah Putih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus 

di Desa Bioa Sengok, Kabupaten Lebong. Data dikumpulkan melalui diskusi 

kelompok terarah dan dianalisis menggunakan pengodean terbuka, aksial, dan 

selektif. Hasil penelitian menunjukkan empat tahap transformasi, yaitu inisiasi, 

respons lokal, adaptasi, dan implementasi parsial, yang mencerminkan proses 

negosiasi antara kebijakan dari atas dan kapasitas adaptif masyarakat desa. 

Modal sosial, terutama kepercayaan dan norma komunal, menjadi faktor 

pendukung utama. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi, keterbatasan 

administrasi, konflik kewenangan, dan lemahnya koordinasi lintas sektor 

menjadi hambatan struktural. Penelitian ini memperkenalkan konsep 

transformasi kelembagaan ganda, yaitu perubahan dan interaksi simultan dua 

kelembagaan ekonomi dalam satu ekosistem perdesaan. Temuan ini menegaskan 

pentingnya sinkronisasi kelembagaan, transformasi yang bertahap dan 

partisipatif, penguatan kapasitas multidimensi, serta pengakuan terhadap konteks 

kelembagaan lokal untuk mewujudkan tata kelola ekonomi perdesaan yang 

berkelanjutan. 

Abstract 

The transformation of rural economic institutions in Indonesia has become 

increasingly complex following the emergence of the Merah Putih Village 

Cooperative alongside existing Village-Owned Enterprises (BUM Desa). This 

study examines how rural economic governance transforms amid institutional 

dynamics between sub-optimal BUM Desa and the Merah Putih Village 

Cooperative programme. Using a qualitative case study in Bioa Sengok Village, 

Lebong District, data were collected through focus group discussions and 

analysed using open, axial, and selective coding. The findings identify four 

transformation phases: initiation, local response, adaptation, and partial 

implementation, reflecting continuous negotiation between top-down policy and 

local adaptive capacity. Strong social capital, particularly trust and communal 

norms, supported the process, while regulatory uncertainty, administrative 

limitations, authority conflicts, and weak cross-sectoral coordination 

constrained it. The study introduces the concept of dual institutional 

transformation, highlighting the simultaneous evolution and interaction of two 

rural economic institutions within a shared local ecosystem. It underscores the 

need for institutional synchronisation, participatory and gradual 

transformation, multidimensional capacity building, and recognition of local 

institutional contexts to strengthen sustainable rural economic governance. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan komponen vital dalam strategi pembangunan 

nasional Indonesia yang bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan 

pedesaan mengalami transformasi yang berarti, dengan menempatkan desa sebagai subyek 

pembangunan yang memiliki otonomi mengelola sumber daya dan mengembangkan perekonomian 

lokalnya. Implementasi dari Undang-Undang Desa tersebut mendorong terbentuknya berbagai 

kelembagaan ekonomi di tingkat desa, dengan Badan Usaha Milik desa (BUM Desa) sebagai instrumen 

utama yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa. Namun, dinamika politik 

nasional paska pergantian pemerintahan membawa inisiatif kebijakan baru berupa program Koperasi 

Desa Merah Putih yang diluncurkan sebagai instrumen tambahan untuk memperkuat ekosistem ekonomi 

desa, menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi dan sinergi antar lembaga ekonomi desa yang 

telah eksis sebelumnya.  

Fenomena transformasi kelembagaan ekonomi desa ini terlihat jelas di Desa Bioa Sengok yang 

memiliki potensi sumber daya alam melimpah namun masih menghadapi tantangan dalam 

pengembangan ekonomi. Desa ini merepresentasikan kompleksitas membangun kelembagaan ekonomi 

berkelanjutan dimana BUM Desa yang telah dibentuk belum mampu mengoptimalkan potensi ekonomi 

desa karena kendala struktural dan operasional, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia 

dan tata kelola yang belum profesional. Inisiasi program Koperasi Desa Merah Putih menambah dimensi 

baru dalam lanskap kelembagaan ekonomi desa, berpotensi menciptakan tumpang tindih fungsi atau 

justru memberikan sinergi yang saling menguatkan. 

Kondisi faktual menunjukkan implementasi BUM Desa di berbagai daerah belum mencapai 

kinerja optimal. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hingga akhir 2023 

mengungkapkan sekitar 42 persen BUM Desa di Indonesia masih berada dalam kategori tidak aktif atau 

stagnan, termasuk BUM Desa di Desa Bioa Sengok. 

Grafik 1. Data Pendapatan Asli Desa dan Jumlah BUM Desa 

 

Sumber: kompas.id (Wisanggeni et al., 2025) 
 

Kondisi ini menciptakan dilema kelembagaan kompleks dimana terdapat tekanan mengadopsi 

kebijakan nasional Koperasi Desa Merah Putih, namun di sisi lain terdapat kebutuhan memperkuat BUM 

Desa yang telah ada sebagai instrumen ekonomi desa yang diamanatkan UU Desa. 
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Grafik 2. Data Jumlah Desa Per Besaran Bagi Hasil BUM Desa Tahun 2024 

 

Sumber: kompas.id (Wisanggeni et al., 2025) 
 

Kondisi normatif menghendaki terciptanya transformasi tata kelola lembaga ekonomi pedesaan 

yang mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui kelembagaan yang efektif, efisien, dan 

berkelanjutan, dimana keberadaan multiple lembaga ekonomi desa dapat saling melengkapi dan 

memperkuat kapasitas ekonomi desa.   

Transformasi lembaga ekonomi pedesaan di Indonesia telah menjadi fokus penelitian dalam 

dekade terakhir. (Alkadafi, 2014) mengidentifikasi BUM Desa memiliki fungsi ganda sebagai lembaga 

sosial dan komersial yang memainkan peran strategis dalam memperkuat ekonomi pedesaan, hal ini 

diperkuat melalui analisis (Saptana et al., 2013) yang menguraikan strategi percepatan transformasi 

kelembagaan melalui perluasan struktur organisasi, ekspansi tujuan, dan diverifikasi kegiatan ekonomi. 

(Ash-shidiqqi & Indrastuti, 2022) menekankan pentingnya penguatan ketahanan dan kemandirian desa 

melalui optimalisasi peran BUM Desa yang mendapat momentum baru dari UU Desa, sementara 

(Rohman & Prantama, 2023) mengungkapkan kesuksesan BUM Desa sangat bergantung pada 

kemampuan mengoptimalkan potensi lokal, membangun kepercayaan komunitas, dan menetapkan peran 

serta norma yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Studi empiris mengenai kinerja BUM Desa menunjukkan hasil beragam dan mengungkapkan 

berbagai tantangan implementasi. (Anggraeni, 2016) mengungkapkan kehadiran BUM Desa di berbagai 

daerah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa karena kendala struktural, 

termasuk kapasitas pengelolaan terbatas dan lemahnya partisipasi masyarakat. (Faedlulloh, 2018) dalam 

penelitiannya di Provinsi Lampung menemukan banyak BUM Desa gagal berkembang akibat 

ketergantungan pada modal pemerintah dan ketidakmampuan mengembangkan model bisnis berdaya 

saing. (Prasetyo, 2016) di Desa Pejambon, Bojonegoro mengungkapkan peran BUM Desa dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi kualitas tata kelola dan tingkat 

partisipasi masyarakat, dimana BUM Desa berhasil adalah yang mampu melibatkan masyarakat dalam 

proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta memiliki mekanisme akuntabilitas yang kuat. 

Penelitian (Hanafie et al., 2022) menggarisbawahi bahwa meskipun BUM Desa memiliki potensi 

besar sebagai pilar ekonomi desa, keberhasilan transformasi tata kelola lembaga ekonomi pedesaan 

sangat bergantung pada dukungan penuh pemerintah desa, ketersediaan modal, kualitas sumber daya 

manusia dan kepemimpinan kuat untuk mengatasi berbagai hambatan operasional. Dalam konteks 

program Koperasi Desa Merah Putih, (Saputra et al., 2025) menyoroti perlunya transformasi koperasi 

menjadi entitas sesuai prinsip syariah, sementara (Hilda et al., 2025) mempertanyakan keabsahan 

pendirian koperasi melalui instruksi presiden yang berpotensi melampaui batas hukum administrasi dan 

melemahkan otonomi desa. (Herkules et al., 2025) dalam penelitiannya menyampaikan bagaimana upaya 
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pelatihan pejabat desa dalam manajemen koperasi, serta menekankan pentingnya pengembangan 

kapasitas dan pembinaan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan tinjauan literatur, teridentifikasi kesenjangan pengetahuan yang berarti dalam 

penelitian transformasi tata kelola lembaga ekonomi pedesaan. Studi sebelumnya cenderung berfokus 

pada analisis kinerja BUM Desa atau koperasi desa secara terpisah tanpa perhatian memadai pada aspek 

transformasi kelembagaan dan interaksi antar lembaga ekonomi desa dalam konteks sosial-ekonomi 

lokal yang khas. Minimnya penelitian yang mengkaji dinamika kelembagaan dalam konteks hadirnya 

multiple institusi ekonomi desa, khususnya interaksi antara BUM Desa yang telah eksis dengan inisiatif 

baru seperti Koperasi Desa Merah Putih, serta keterbatasan studi empiris yang menganalisis proses 

transformasi tata kelola sebagai fenomena dinamis dan kontekstual dengan mempertimbangkan faktor 

lokal yang spesifik. 

 Program Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan pemerintah pusat merupakan inisiatif 

terbaru dalam upaya memperkuat ekonomi pedesaan sebagai respon terhadap kebutuhan diversifikasi 

kelembagaan ekonomi desa dan percepatan pembangunan ekonomi inklusif. Implementasi program ini 

menghadapi berbagai tantangan mulai dari aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, hingga 

potensi tumpang tindih dengan kelembagaan yang telah ada. Kondisi saat ini menunjukkan program 

Koperasi Desa Merah Putih masih dalam tahap sosialisasi dan persiapan implementasi di berbagai 

daerah, dimana berbagai desa menghadapi dilema mengintegrasikan program ini dengan BUM Desa 

yang telah ada, mengingat kedua lembaga memiliki fungsi dan tujuan serupa dalam mengembangkan 

ekonomi desa. 

Ekosistem ekonomi pedesaan tidak hanya terdiri dari BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, 

tetapi juga melibatkan berbagai sektor ekonomi lainnya seperti kelompok tani, usaha mikro kecil 

menengah, dan lembaga keuangan mikro. Interaksi dan sinergi antar pelaku usaha ini menjadi faktor 

kunci dalam menentukan keberhasilan transformasi tata kelola lembaga ekonomi pedesaan secara 

keseluruhan. Desa Bioa Sengok dalam konteks ini menghadapi tantangan kompleks mengelola dinamika 

kelembagaan ekonomi yang beragam, dimana BUM Desa yang telah dibentuk belum mencapai kinerja 

optimal, sementara terdapat tekanan mengimplementasikan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai 

bagian dari kebijakan nasional. 

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab 

pertanyaan fundamental: bagaimana proses transformasi tata kelola lembaga ekonomi pedesaan 

berlangsung di Desa Bioa Sengok dalam konteks dinamika kelembagaan antara eksistensi BUM Desa 

yang belum optimal dan kesiapan implementasi program Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaan ini 

menjadi krusial untuk dipahami guna memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan 

model transformasi tata kelola lembaga ekonomi pedesaan yang adaptif dan berkelanjutan, dimana 

penelitian ini tidak hanya menghasilkan pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi 

praktis bagi pengembangan model transformasi kelembagaan ekonomi desa yang dapat memastikan 

bahwa transformasi berlangsung secara terencana dan terarah untuk memberikan manfaat optimal bagi 

kesejahteraan masyarakat desa. 

METODE 

Penelitian ini berlokasi di Desa Bioa Sengok Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi 

secara mendalam transformasi tata kelola lembaga ekonomi pedesaan di desa Bioa Sengok, yang dipilih 

karena memiliki BUM Desa yang sudah terbentuk tetapi belum optimal, dan disisi lain sedang 

mempersiapkan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, serta memiliki potensi sumber daya alam 

yang memadai. 

Informan utama terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, pelaku usaha lokal, Tenaga Pendamping 

Profesional, kader dan tokoh masyarakat, serta Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan 

keterlibatan langsung dalam proses tansformasi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui proses focus 

group discussion terstruktur untuk menggali persepsi bersama mengenai kondisi BUM Desa, program 

Koperasi Desa Merah Putih.  
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Gambar 1. Flowchart Analisis Data 

Analisis data mengikuti tahapan transkripsi verbatim, coding terbuka untuk menangkap konsep 

awal, coding aksial untuk merangkai hubungan antar konsep menjadi kategori analitis, dan coding 

selektif untuk memusatkan pada tema utama yang menjawab pertanyaan penelitian. Keabsahan data 

dijamin melalui trianggulasi sumber dan metode serta member checking kepada informan. 

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI 

1. Konteks dan Latar Transformasi Kelembagaan 

Transformasi lembaga ekonomi pedesaan di Indomesia berlangsung dalam konteks desentralisasi 

yang memberi kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola sumber daya dan ekonomi lokal. 

Namun, transformasi tersebut tidak berjalan seragam, bergantung pada kapasitas kelembagaan dan 

konfigurasi sosial di tingkat lokal. Penelitian ini mengungkap kompleksitas proses transformasi tata 

kelola lembaga ekonomi pedesaan di Desa Bioa Sengok, Kabupaten Lebong, dalam konteks 

munculnya kebijakan Koperasi Desa Merah Putih yang bersinggungan dengan eksistensi Badan 

Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang telah ada sebelumnya. 

Sebelum kebijakan Koperasi Merah Putih hadir, desa telah memiliki BUM Desa yang berfungsi 

sebagai lembaga ekonomi lokal berbasis aset desa. Namun, sebagaimana temuan (Ash-shidiqqi & 

Indrastuti, 2022) tentang perlunya revitalisasi kelembagaan BUM Desa, lembaga ini belum optimal 

di Desa Bioa Sengok. Sementara itu, kebijakan koperasi baru yang bersifat top-down menuntut 

kesiapan administratif, regulatif, dan sosial yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah desa. 

Kondisi ini menciptakan ruang interaksi dan negoisasi kelembagaan antara entitas ekonomi yang telah 

mapan dan entitas baru yang diperkenalkan oleh kebijakan nasional. 

Berdasarkan analisis data, hasil Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai aktor 

kunci, mulai dari akademisi, pendamping lokal desa, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga 

pelaku ekonomi lokal, ditemukan bahwa transformasi ini berlangsung dalam dinamika yang penuh 

ketegangan antara tuntutan kebijakan nasional dan realitas kapasitas kelembagaan di tingkat desa. 

Secara sosial, masyarakat Bioa Sengok memiliki karakter komunal yang kuat, diwarnai nilai-nilai 

gotong royong, rasa malu sosial, dan norma kepercayaan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai modal 

sosial yang sejalan dengan pandangan (Rohman & Prantama, 2023), menopang keterlibatan warga 

dalam kegiatan kolektif dan menjadi basis keberhasilan lembaga ekonomi desa. Modal sosial inilah 
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yang memungkinkan terjadinya adaptasi kelembagaan tanpa konflik terbuka, meskipun terdapat 

ketegangan administrative akibat tumpang tindih peran dua lembaga ekonomi. 

2. Proses Transformasi Kelembagaan: Tahapan dan Mekanisme Perubahan 

Tahapan Transformasi: Dari Inisiasi hingga Implementasi Parsial 

Proses transformasi kelembagaan di Desa Bioa Sengok berlangsung melalui empat fase, yang 

mencerminkan transformasi gradual dan adaptif. Pertama, fase inisiasi yang diawali oleh munculnya 

kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden yang bertujuan 

membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia dengan melibatkan 13 kementerian dan lembaga. 

Sebagaimana dianalisis oleh (Hilda et al., 2025), instrument hukum berupa Instruksi Presiden ini 

memiliki keterbatasan dalam memberikan kepastian hukum yang lebih operasional, karena hal ini 

berbeda dengan BUM Desa yang memiliki basis hukum kuat, baik melalui Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. 

Pada fase inisiasi, pemerintah desa menerima sosialisasi kebijakan dari dinas terkait tanpa 

pedoman teknis yang jelas. Aparat desa mulai menyusun kepengurusan koperasi semata untuk 

memenuhi kewajiban administratif. Kondisi ini menggambarkan fenomena policy compliance yang 

umum terjadi pada fase awal kebijakan top-down di tingkat lokal. Program ambisius ini 

memunculkan dilemma bagi pemerintah desa yang sudah memiliki BUM Desa sebagai lembaga 

ekonomi formal, sehingga menciptakan pertanyaan fundamental tentang rasionalitas kelembagaan 

dan efisiensi penggunaan sumber daya. 

Kedua, fase respon lokal, terjadi ketika pemerintah desa mulai menginternalisasi kebijakan 

baru tersebut dan menunjukkan pola yang menarik. Di satu sisi, Desa Biao Sengok bersama dengan 

90 persen desa lainnya di Kabupaten Lebong, menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi dengan 

segera membentuk kepengurusan Koperasi Merah Putih yang difasilitasi oleh notaris. Kecepatan 

respon ini mencerminkan karakter birokrasi desa yang cenderung patuh terhadap instruksi dari level 

pemerintahan yang lebih tinggi. Muncul diskusi di antara kepala desa, BPD dan pengurus BUM Desa 

tentang bagaimana koperasi yang baru berdiri dapat diintegrasikan ke dalam sistem kelembagaan 

desa tanpa menimbulkan tumpang tindih. Dalam diskusi ini, muncul kesadaran bahwa koperasi tidak 

sekedar dibentuk, melainkan harus diposisikan secara strategis agar relevan dengan potensi ekonomi 

dan struktur sosial masyarakat. 

Selanjutnya yang ketiga adalah fase adaptasi, yang ditandai oleh munculnya inisiatif integrasi 

antara BUM Desa dan koperasi. Pemerintah desa mencoba memadukan kegiatan keduanya, misalnya 

dengan menjajaki kemungkinan koperasi menjadi unit usaha BUM Desa atau sebagai mitra 

pemasaran hasil pertanian. Pemerintah desa berupaya mencari jalan tengah dengan mengusulkan 

agar Koperasi Desa Merah Putih menjadi  unit usaha dari BUM Desa, bukan sebagai entitas yang 

terpisah atau bahkan bersaing. Adaptasi ini merupakan bentuk institutional bricolage, yaitu 

kemampuan masyarakat menggabungkan elemen baru dari kebijakan dengan struktur lama yang 

telah berfungsi sebelumnya. Usulan ini mencerminkan pemahaman lokal bahwa kehadiran lembaga 

ekonomi baru tidak boleh mengganggu ekosistem kelembagaan yang sudah ada, namun belum 

mendapat respon formal dari pemerintah pusat, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam 

dinamika kelembagaan. 

Terakhir, fase implementasi parsial, mencerminkan kondisi di mana struktur kelembagaan 

koperasi sudah terbentuk secara administratif-formalistik, namun fungsi operasional belum berjalan. 

Hingga saat penelitian dilakukan, tidak ada satu pun koperasi yang sudah beropreasi secara riil di 

Kabupaten Lebong. Hambatan administratif dan teknis menjadi faktor penentu keterlambatan, 

termasuk belum adanya kejelasan sumber dana dan sistem akuntansi yang kompatibel. Transformasi 

kelembagaan di Bioa Sengok, dengan demikian, masih berada pada tahap eksperimental, hal ini 

menunjukkan arah perubahan, namun belum mencapai konsolidasi. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa transformasi kelembagaan masih berada pada fase implementasi parsial, di mana struktur 

organisasi telah terbentuk namunsubtansi operasional masih terwujud. 
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Mekanisme Transformasi: Interaksi Top-Down dan Bottom-Up 

Mekanisme perubahan yang terjadi di Desa Bioa Sengok memperlihatkan kombinasi antara 

pendekatan top-down  yang dominan dengan upaya negoisasi di tingkat lokal. Kebijakan 

pembentukan Koperasi Merah Putih bersifat koersif, menuntut setiap desa membentuk koperasi baru 

sesuai instruksi pusat. Namun, di Desa Bioa Sengok, kebijakan ini tidak diimplementasikan secara 

pasif. Pemerintah desa berupaya menafsirkan ulang instruksi tersebut agar sesuai dengan realitas 

lokal. Mereka mempertimbangkan bagaimana koperasi baru bisa bersinergi dengan BUM Desa tanpa 

mengganggu ekssitensi lembaga yang sudah berjalan. 

Di sisi masyarakat, sebelumnya telah terbentuk koperasi swadaya berbasis kelompok tani 

yang berjalan dengan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab moral. Keberadaan koperasi lokal ini 

menjadi basisi penting dalam memahami bagaimana masyarakat tidak menolak kebijakan nasional, 

melainkan melakukan localization of policy, yakni menyesuaikan subtansi kebijakan dengan nilai-

nilai sosial dan praktek lokal yang telah mapan. Koperasi swadaya ini beroperasi dengan mekanisme 

kontrol sosial yang efektif, di mana rapat tahunan menjadi forum untuk evaluasi transparan yang 

melibatkan seluruh anggota. Dalam rapat tersebut, anggota yang bermasalah dalam pengembalian 

pinjaman akan disebutkan namanya secara terbuka, sehingga menciptakan efek jera melalui rasa 

malu sosial. 

Yang tidak kalah penting adalah munculnya resistensi implisit dari berbagai aktor. Kepala 

Bidang PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebong, secara terang-terangan 

meminta agar program Koperasi Desa Merah Putih tidak dipaksakan untuk diimplementasikan 

dalam tahun berjalan, mengingat berbagai keterbatasan teknis dan regulasi yang belum siap. Bentuk 

resistensi ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan tidak selalu berjalan linier, melainkan 

mengalami proses tarik ulur antara tuntutan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. 

Dengan demikian, mekanisme transformasi di Desa Bioa Sengok menegaskan bahwa 

perubahan kelembagaan tidak semata ditentukan oleh kebijakan pusat, melainkan juga oleh kapasitas 

adaptif lokal untuk menegoisasikan struktur baru dengan sistem nilai yang telah ada. Pola ini 

memperlihatkan transisi menuju governance by negotiation, di mana peraturan formal berinteraksi 

dengan legitimasi sosial dalam membentuk tatanan baru.  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transformasi 

Faktor Pendukung: Modal Sosial dan Kapasitas Kelembagaan 

Transformasi tata kelola kelembagaan ekonomi di Desa Bioa Sengok sangat dipengaruhi oleh 

interaksi kompleks antara faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor lokal berperan positif 

dalam mempercepat proses adaptasi kelembagaan. Pertama, kapasitas dasar aparatur desa relatif 

baik. Desa Bioa Sengok memiliki modal sosial yang kuat, yang tercermin dari praktek koperasi 

swadaya di tingkat dusun. Sebagian perangkat telah terbiasa mengelola sistem keuangan berbasis 

komputer dan memahami prinsip akutabilitas publik. Walaupun belum semua memahami detail 

manajemen koperasi, kapasitas administratif ini memberi landasan bagi upaya integrasi 

kelembagaan. 

Kedua, modal sosial masyarakat berperan sebagai mekanisme control informal yang sangat 

efektif. Norma sosial seperti rasa malu, tanggung jawab kolektif, dan kepercayaan antar sesame 

mendorong transparansi dan mengurangi resiko moral hazard. Mekanisme ini menunjukkan bahwa 

masyarakat desa memiliki kapasitas untuk mengelola lembaga ekonomi secara mandiri dengan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Fenomena ini sejalan dengan pandangan (Rohman 

& Prantama, 2023) yang menekankan bahwa keberhasilan lembaga ekonomi desa sangat bergantung 

pada kepercayaan sosial dan norma partisipatif sebagai elemen kunci dalam desain kelembagaan 

BUM Desa. 

Ketiga, kesiapan kelembagaan di tingkat desa juga menjadi faktor pendukung. Desa Bioa 

Sengok dinilai sebagai desa yang sangat adaptif terhadap perubahan kebijakan, terbukti dari cepatnya 

respon dalam membentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih lengkap dengan legalitas 

notaris. 
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Gambar 2. Akta Pendirian Kopdes Merah Putik Desa Bioa Sengok 
 

Sumber: Dokumen Pemdes Bioa Sengok, 2025 
 

Keempat adanya dukungan eksternal, seperti akademisi dan Tenaga Pendampin Profesional 

yang turut memperkuat kemampuan reflektif pemerintah desa. Dukungan eksternal, kaitannya dalam 

memberikan perspektif dan pengetahuan baru tentang tata kelola lembaga ekonomi dan partisipasi 

masyarakat. Pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga konseptual, 

dengan menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dan prinsip transparansi dalam pengelolaan 

lembaga ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan temuan (Herkules et al., 2025) tentang pentingnya 

pelatihan dan pendampingan aparatur desa dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 

Pendekatan pendampingan ini menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kapasitas lokal. 

Faktor Penghambat: Hambatan Struktural dan Sistemik 

Sebaliknya, transformasi kelembagaan menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat 

structural dan sistemik. Hambatan utama adalah ketidakjelasan regulasi. Koperasi Desa Merah Putih 

dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden yang bersifat politis, tanpa dasar hukum operasional yang 

rinci. Sebagaimana dianalisis oleh (Hilda et al., 2025), instrumen hukum berupa Instruksi Presiden 

memiliki keterbatasan signifikan dalam memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional 

yang komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam alokasi anggaran dan pelaporan 

keuangan, berbeda dengan BUM Desa yang sudah memiliki dasar hukum jelas melalui UU Desa 

dan turunannya. Koperasi Desa Merah Putih hanya berbasis pada Instruksi Presiden, tanpa ada 

Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang secara rinci mengatur mekanisme operasional, 

sumber pendanaan, dan relasinya dengan lembaga ekonomi desa lainnya. 

Hambatan kedua adalah keterbatasan teknis pada sistem administrasi keuangan desa. Sistem 

Keuangan Desa atau Siskeudes versi 2.0.7 yang digunakan oleh seluruh desa tidak menyediakan 

kode rekening khusus untuk belanja modal Koperasi Desa Merah Putih, atau seperti pada BUM Desa 

ada item pembiayaan untuk penambahan modal. Hal ini menciptakan kebuntuan teknis dalam hal 

penganggaran, karena setiap belanja desa harus memiliki kode rekening yang jelas sesuai 

nomenklatur yang ditetapkan. Ketiadaan kode rekening ini memaksa desa untuk memasukkan 

anggaran koperasi, jika memang ada, ke dalam kategori belanja lainnya yang justru sering menjadi 

sasaran temuan audit karena dianggap tidak spesifik, atau salah kamar. Kondisi ini diperparah oleh 

fakta bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang seharusnya menjadi 

rujukan teknis belum mengeluarkan panduan atau update sistem yang mengakomodasi kebutuhan 

ini. 

Ketiga, terdapat konflik kewenangan administratif yang serius. Dari 93 desa di Kabupaten 

Lebong, sebanyak 66 desa dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa, karena proses 
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Pemilihan Kepala Desa yang tertunda. Secara regulasi, Pjs tidak memiliki kewenangan untuk 

melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 

Sementara itu, setiap kegiatan baru, termasuk pendirian dan operasionalisasi Koperasi Desa Merah 

Putih, harus terlebih dahulu masuk dalam RPJMDes sebelum dapat dialokasikan anggarannya 

melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan kemudian masuk ke dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kebutuhan prosedural ini menciptakan paradoks, dimana 

desa diperintahkan untuk menjalankan program, namun tidak memiliki kewenangan legal untuk 

mengalokasikan anggarannya. 

Keempat, ketidakpastian sumber pendanaan juga menjadi kendala serius. Hingga penelitian 

ini dilakukan, tidak ada kejelasan apakah Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai koperasi baru. 

Belum ada instruksi resmi tentang alokasi dana untuk koperasi, sehingga fungsi intermediasi 

keuangan yang diharapkan dari koperasi belum dapat berjalan. Kekhawatiran akan resiko audit 

membuat banyak desa memilih untuk bersikap wait and see, menunggu kejelasan regulasi sebelum 

mengalokasikan anggaran. Akibatnya, Kepala Desa bersikap hati-hati dan menunda aktivitas 

ekonomi koperasi. 

Adapun faktor terakhir adalah minimnya koordinasi lintas sektor. Meskipun program Koperasi 

Desa Merah Putih melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dalam praktek di lapangan, hanya 

pendamping desa, pendamping lokal desa dan penyuluh perikanan yang hadir dalam musyawarah 

desa, hal ini sesuai Berita Acara Musdesus Nomor 04/V/2010/2025, seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.  

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih 

Gambar 3. Berita Acara Musdesus tentang Pembahasan dan Penyepakatan 

Sumber: Dokumen Pemdes Bioa Sengok, 2025 
 

Dinas Koperasi sebagai instansi teknis yang seharusnya paling bertanggungjawab justru 

belum pernah melakukan sosialisasi ke desa, ketiadaan koordinasi ini menyebabkan informasi yang 

sampai ke desa menjadi parsial dan seringkali keliru, sehingga menciptakan ekspektasi yang tidak 

realitis di kalangan masyarakat tentang manfaat yang akan diperoleh dari koperasi. Akibatnya, beban 

koordinasi ditanggung oleh pemerintah desa dan pendamping lokal desa, yang pada akhirnya 

memperlambat proses implementasi.     

4. Dinamika Interaksi Antar Lembaga Ekonomi Desa 

Salah satu kontribusi utama penelitian ini terhadap literatur adalah analisis mengenai interaksi 

antara BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, yang jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. 

Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada evaluasi kinerja BUM Desa atau koperasi desa secara 

terpisah. (Anggraeni, 2016) menganalisis peranan BUM Desa pada kesejahteraan masyarakat 
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pedesaan, sementara (Prasetyo, 2016) meneliti peranan BUM Desa dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Namun, kedua penelitian tersebut tidak memperhatikan interaksi antar 

lembaga ekonomi yang berada dalam satu ekosistem kelembagaan desa. 

Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih di tengah eksistensi BUM Desa menciptakan dinamika 

kelembagaan yang kompleks. Dalam konteks Desa Bioa Sengok, kedua lembaga tersebut berada 

dalam posisi koeksistensi pragmatis. BUM Desa sudah menjalankan fungsinya dengan mengelola 

air bersih dan memberikan bantuan sarana produksi pertanian kepada masyarakat. BUM desa tetap 

beroperasi dengan unit usaha lama, seperti pengelolaan air bersih dan simpan pinjam, sementara 

Koperasi Desa Merah Putih baru terbentuk yang hanya memiliki struktur kelembagaan tanpa 

aktivitas ekonomi nyata. Sementara itu, di tingkat dusun, sudah terdapat koperasi swadaya yang 

dikelola secara mandiri oleh masyarakat dengan mekanisme evaluasi dan kontrol sosial yang kuat. 

Meski demikian, hubungan antara keduanya relatif harmonis karena didasari oleh kesamaan aktor 

dan rasa tanggung jawab sosial. 

Munculnya Koperasi Desa Merah Putih sebagai lembaga ketiga, atau bahkan keempat jika 

menghitung lembaga ekonomi informal lainnya, sehingga menimbulkan pertanyaan fundamental 

tentang rasionalitas kelembagaan dan efisiensi penggunaan sumber daya di tingkat desa. Dalam 

perkembangan berikutnya, muncul potensi kompetisi kelembagaan. Kekhawatiran akan terjadinya 

kompetisi sumber daya, terutama anggaran dari Dana Desa, yang menjadi isu sentral dalam diskusi 

di tingkat desa. Beberapa pengurus BUM Desa merasa khawatir kepada Koperasi Desa Merah Putih 

akan mengambil alih peran mereka atau menjadi pesaing dalam mengakses sumber daya dan 

dukungan pemerintah. Sedangkan pemerintah desa mengkhawatiran bahwa pengurus kedua lembaga 

akan saling berebut legitimasi, anggaran dan dukungan masyarakat. Kekhawatiran ini bukan tanpa 

dasar, mengingat pengalaman masa lalu ketika pada masa pandemic COVID-19, Dana Desa dipaksa 

dialokasikan untuk program yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil desa, namun harus dijalankan 

karena instruksi dari atas. Namun, potensi kompetisi ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka 

karena kesadaran lokal untuk menjaga stabilitas sosial lebih besar daripada dorongan persaingan. 

Secara bersamaan, muncul juga upaya integrasi kelembagaan sebagai respon adaptif terhadap 

tantangan tersebut. Upaya integrasi antara kedua lembaga menjadi wacana yang terus didiskusikan, 

namun belum menemukan formulasi yang jelas. Pemerintah desa dan pendamping lokal desa 

mencoba mengembangkan gagasan bahwa koperasi dapat berfungsi sebagai mitra atau bahkan unit 

bisnis di bawah BUM Desa. Pemerintah desa melihat bahwa jika Koperasi Desa Merah Putih dapat 

diposisikan sebagai unit usaha BUM Desa, maka akan terciptanya sinergi yang produktif. Dalam 

skema ini, BUM Desa berfungsi sebagai holding yang menaungi berbagai unit usaha, termasuk 

koperasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan penggunaan anggaran. Gagasan ini 

merupakan bentuk inovasi tata kelola yang mencerminkan upaya menujui collaborative governance 

di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dikembangkan oleh (Saputra et al., 2025) tentang 

transformasi dan revitalisasi koperasi desa dengan nilai-nilai syirkah. Namun, hingga saat ini belum 

terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme integrasi semacam ini, sehingga wacana 

tersebut masih berada pada level diskusi tanpa implementasi konkret. 

Dinamika ini memperkuat argumentasi bahwa transformasi kelembagaan di tingkat lokal 

bukanlah proses linear, tetapi hasil dari negoisasi sosial antara kepentingan, nilai, dan struktur 

formal. Hal ini memperluas pemahaman dari penelitian sebelumnya, seperti penelitian (Saptana et 

al., 2013) tentang strategi percepatan transformasi kelembagaan Gapoktan dan lembaga keuangan 

mikro agribisnis, serta penelitian (Alkadafi, 2014) yang menekankan penguatan ekonomi masyarakat 

melalui pengelolaan kelembagaan BUM Desa, dengan menunjukkan bahwa ekspansi tersebut kini 

terjadi dalam bentuk interaksi lintas lembaga yang lebih kompleks. 

5. Dampak Transformasi Terhadap Tata Kelola dan Ekonomi Desa 

Dampak terhadap Dimensi Tata Kelola 

Meskipun transformasi kelembagaan masih berada pada fase awal, dampaknya terhadap 

sistem tata kelola desa sudah mulai terasa. Transformasi kelembagaan di Bioa Sengok membawa 

dampak multidimensional terhadap tata kelola desa. Perubahan struktur kelembagaan terjadi dengan 
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munculnya entitas baru yang harus diakomodasi dalam ekosistem desa. Dari sisi kelembagaan, 

proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mendorong peningkatan kesadaran akan 

pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memaksa pemerintah desa untuk memikirkan 

ulang pola relasi antar lembaga dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Pemerintah desa mulai 

meninjau ulang struktur organisasi dan mekanisme pengawasan internal. Namun, karena belum ada 

kejelasan regulasi, perubahan struktur ini masih bersifat ambivalen, sudah ada secara formal namun 

belum fungsional. Meskipun koperasi belum beroperasi aktif, proses administrasinya menciptakan 

pembelajaran kelembagaan baru, terutama dalam hal pelaporan dan partisipasi. 

Perubahan proses perencanaan menjadi salah satu dampak yang paling terasa. Pemerintah 

desa menghadapi dilemma dalam menyusun dokumen perencanaan karena harus mengakomodasi 

kegiatan koperasi yang secara prosedural belum masuk dalam RPJMDes. Dilema ini menciptakan 

ketidakpartian dalam proses perencanaan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian 

hari jika ternyata alokasi anggaran dianggap tidak sesuai prosedur. Kondisi ini mencerminkan gap 

antara kebijakan nasional yang menuntut implementasi cepat dengan sistem administrasi desa yang 

memiliki prosedur baku yang tidak dapat dilangkahi. 

Perubahan mekanisme penganggaran menjadi isu yang paling problematic. Ketiadaan kode 

rekening khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih menciptakan kebingungan teknis yang berujung 

pada keengganan desa untuk mengalokasikan anggaran. Pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa 

mereka kelimpungan menghadapi situasi ini karena di satu sisi adanya desakan agar Dana Desa 

digunakan untuk koperasi, namun di sisi lain tidak ada mekanisme teknis yang jelas untuk 

melakukannya. Kekhawatiran akan resiko audit membuat banyak desa memilih untuk bersikap wait 

and see, menunggu kejelasan regulasi sebelum mengalokasikan anggaran. 

Dimensi transparansi menghadapi tantangan khusus. Pembentukan Koperasi Merah Putih 

dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. 

Namun, keterbukaan informasi tentang substansi program, khususnya tentang sumber pendanaan, 

mekanisme operasional, dan manfaat yang akan diperoleh masih sangat minim. Akibatnya, 

partisipasi masyarakat dalam musyawarah lebih bersifat seremonial daripada substantif, karena 

masyarakat sendiri belum memiliki informasi yang cukup untuk memberikan masukan yang 

bermakna. 

Dimensi akuntabilitas juga menghadapi tantangan serius. Di satu sisi, pemerintah desa dituntut 

untuk bertanggung jawab atas implementasi program yang diinstruksikan dari atas. Namun di sisi 

lain, ketiadaan regulasi yang jelas dan sistem anggaran yang memadai membuat akuntabilitas 

menjadi problematis. Kekhawatiran akan resiko audit sangat tinggi, karena setiap penggunaan Dana 

Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dengan bukti-bukti yang lengkap. 

Ketika sistem administrasi sendiri belum mengakomodasi program baru, maka upaya untuk 

menjalankan program justru berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas di kemudian hari. 

Partisipasi masyarakat dalam transformasi kelembagaan ini juga masih terbatas. Meskipun 

ada forum musyawarah desa, keterlibatan kelompok marginal, seperti petani kecil, perempuan, dan 

lansia, masih belum optimal. Forum partisipasi yang seharusnya menjadi ruang untuk menyuarakan 

aspirasi berbagai kelompok justru didominasi oleh elit desa dan pihak-pihak yang memiliki akses 

informasi lebih baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa transformasi kelembagaan belum 

sepenuhnya mengadopsi prinsip inklusivitas yang seharusnya menjadi fondasi dari pembangunan 

berbasis masyarakat, sebagaimana ditekankan oleh (Faedlulloh, 2018) dalam konsep BUM Desa dan 

kepemilikan warga yang partisipatoris. 

Dampak terhadap Ekonomi Desa 

Dari sisi ekonomi riil, dampak kehadiran Koperasi Desa Merah Putih belum terasa di Desa 

Bioa Sengok. Dari aspek ekonomi, dampak nyata belum terlihat signifikan. Ekonomi desa masih 

bertumpu pada sektor pertanian, khususnya sawah, perkebunan, dan kopi, yang berjalan dengan 

dinamikanya sendiri. Pelaku ekonomi lokal menyatakan bahwa belum ada perubahan signifikan 

dalam aktivitas ekonomi masyarakat sejak koperasi dibentuk. BUM Desa tetap menjalankan 

fungsinya dalam mengelola air bersih dan memberikan bantuan Saprodi kepada petani, sementara 
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koperasi swadaya masih terus beroperasi seperti biasa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

transformasi kelembagaan di level formal belum menyentuh dimensi ekonomi substantif 

masyarakat. 

Namun masyarakat mulai memiliki ekspektasi baru terhadap diversifikasi sumber ekonomi 

desa. Wacana pengembangan usaha bersama antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUM Desa di 

sektor pertanian dan perdagangan mulai muncul sebagai agenda jangka menengah. Akses 

permodalan yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama pembentukan koperasi juga belum 

terwujud. Hingga saat penelitian dilakukan, belum ada instruksi resmi tentang alokasi dana untuk 

koperasi, sehingga fungsi intermediasi keuangan yang diharapkan dari koperasi belum dapat 

berjalan. Yang justru menarik adalah kenyataan bahwa koperasi swadaya yang dikelola masyarakat 

secara mandiri justru lebih efektif dalam memberikan akses permodalan, meskipun dengan skala 

yang terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang relevansi pembentukan lembaga formal 

baru ketika mekanisme informal yang sudah ada justru lebih fungsional. 

Temuan ini berbeda dengan harapan yang dikemukakan oleh (Hanafie et al., 2022) tentang 

eksistensi BUM desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan penguatan ekonomi desa. Di 

Bioa Sengok, penguatan ekonomi desa justru lebih ditopang oleh mekanisme informal berbasis 

modal sosial daripada lembaga formal yang baru dibentuk. Hal ini menggarisbawahi pentingnya 

mempertimbangkan kearifan lokal dan kelembagaan informal dalam merancang intervensi kebijakan 

ekonomi pedesaan. 

Dampak terhadap Relasi Antar Aktor 

Transformasi kelembagaan ini juga berdampak pada relasi antar aktor di tingkat desa. Yang 

paling menonjol adalah kondisi kebingungan dan ketidakpastian yang dialami oleh hampir semua 

pihak. Dari sisi sosial, transformasi kelembagaan memperkuat kohesi komunitas dalam konteks 

tertentu. Pemerintah desa bingung tentang bagaimana mengoperasionalkan koperasi tanpa regulasi 

yang jelas. Pemerintah daerah bingung tentang bagaimana memberikan panduan teknis tanpa ada 

rujukan dari pusat. Bahkan masyarakat sebagai calon anggota Koperasi Desa Merah Putih juga 

belum memiliki pemahaman yang jelas tentang apa manfaat yang akan mereka peroleh dari koperasi 

ini. Musyawarah yang membahas Koperasi Desa Merah Putih dan BUM Desa menjadi arena dialog 

antara pemerintah desa, pengurus lembaga, dan masyarakat. Proses ini menciptakan learning by 

doing dalam tata kelola partisipatif. Walaupun perubahan kelembagaan belum menghasilkan 

dampak ekonomi besar, perubahan dalam tata kelola sosial justru menjadi capaian paling nyata. 

Ketegangan juga muncul antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat. Di satu sisi, desa 

merasa dipaksa untuk mengimplementasikan program tanpa diberikan dukungan yang memadai, 

baik dari sisi regulasi, teknis, maupun anggaran. Di sisi lain, pemerintah pusat melalui instruksinya 

menuntut implementasi yang cepat dengan target yang ambisius. Ketegangan ini tidak manifest 

dalam bentuk konflik terbuka, namun tercermin dalam sikap resistensi pasif berupa penundaan 

operasionalisasi koperasi sambil menunggu kejelasan. 

Namun demikian, upaya kolaborasi dan sinergi terus diupayakan oleh berbagai pihak. 

Kehadiran akademisi dari Universitas Bengkulu dalam FGD menunjukkan adanya upaya untuk 

memfasilitasi dialog antar aktor dan mencari solusi bersama. Diskusi tentang bagaimana 

mengintegrasikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai unit usaha BUM Desa merupakan salah satu 

wujud dari upaya kolaborasi ini. Pemerintah desa juga aktif berkomunikasi dengan pemerintah 

kabupaten untuk mencari kejelasan tentang mekanisme teknis implementasi program. 

Yang menarik adalah munculnya kepercayaan pada mekanisme lokal yang sudah terbukti 

efektif. Koperasi swadaya yang beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis 

komunitas justru dipandang sebagai model yang patut dipertahankan dan diperkuat. Mekanisme 

evaluasi malaui rapat tahunan yang terbuka, di mana masalah-masalah dibahas secara transparan 

termasuk menyebutkan nama anggota yang bermasalah, menciptakan kontrol sosial yang jauh lebih 

efektif daripada mekanisme formal-administratif. Rasa malu sosial yang muncul dari penyebutan 

nama di forum publik terbukti lebih ampuh sebagai alat penegakan disiplin dibandingkan sanksi 
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formal. Fenomena ini menegaskan pentingnya modal sosial sebagaimana dianalisis oleh (Rohman 

& Prantama, 2023) dalam konteks desain kelembagaan BUM Desa.  

6. Menjembatani Gap Penelitian: Kontribusi Teoritis dan Empiris 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris signifikan terhadap kesenjangan 

pengetahuan yang diidentifikasi dalam literature sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu 

berfokus pada evaluasi kinerja BUM Desa atau Koperasi Desa secara sendiri-sendiri atau terpisah, 

tanpa memperhatikan interaksi antar lembaga ekonomi yang berada dalam satu ekosistem 

kelembagaan desa. (Anggraeni, 2016) menganalisis peranan BUM Desa pada kesejahteraan 

masyarakat pedesaan di Gunung Kidul, sementara (Prasetyo, 2016) meneliti peranan BUM Desa 

dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Bojonegoro. Kedua penelitian tersebut 

menghasilkan temuan penting tentang kontribusi BUM Desa terhadap kesejahteraan dan 

pemberdayaan, namun tidak memperhatikan bagaimana BUM Desa berinteraksi dengan lembaga 

ekonomi lain di desa. 

Penelitian ini memperluas cakupan dengan menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan 

ekonomi desa merupakan proses hibrid yang melibatkan simultanitas antara lembaga lama (BUM 

Desa) dan lembaga baru (Koperasi Desa Merah Putih). Fenomena ini menunjukkan dinamika 

kelembagaan yang lebih kompleks dibanding model kelembagaan tunggal yang selama ini 

diasumsikan dalam literature. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi dan memperluas analisis 

(Alkadafi, 2014) tentang penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan kelembagaan BUM 

Desa, dengan menunjukkan bahwa penguatan tersebut kini menghadapi tantangan baru berupa 

munculnya lembaga ekonomi lain yang berpotensi menciptakan tumpang tindih atau justru sinergi. 

Studi ini juga mengisi gap yang diidentifikasi oleh (Ash-shidiqqi & Indrastuti, 2022) tentang 

perlunya revitalisasi kelembagaan BUM Desa untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan desa. 

Penelitian di Desa Bioa Sengok menunjukkan bahwa revitalisasi kelembagaan tidak dapat dilakukan 

secara parsial pada satu lembaga saja, melainkan harus mempertimbangan keseluruhan ekosistem 

kelembagaan ekonomi desa. Revitalisasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang 

mengintegrasikan berbagai lembaga ekonomi, baik formal maupun informal, dalam satu kerangka 

tata kelola yang koheren. 

Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan (Hanafie et al., 2022) mengenai pentingnya 

dukungan pemerintah desa dan kepemimpinan lokal, namun menambahkan dimensi baru bahwa 

dukungan tersebut harus disertai kemampuan mediasi antar lembaga. Kepala desa dan perangkat 

berperan sebagai mediator antara kepentingan nasional, regulasi formal, dan nilai sosial lokal. 

Temuan ini sejalan dengan analisis (Faedlulloh, 2018) tentang pentingnya membangun skema 

organisasi partisipatoris dalam BUM Desa, dengan menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya 

penting dalam satu lembaga, tetapi juga dalam membangun koordinasi antar lembaga. 

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang peran modal sosial 

dalam transformasi kelembagaan. Berbeda dengan asumsi bahwa lembaga formal selalu lebih efektif 

daripada mekanisme informal, temuan di Desa Bioa Sengok menunjukkan bahwa mekanisme 

informal berbasis modal sosial, seperti rasa malu, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif, justru 

lebih efektif dalam menciptakan akuntabilitas dan kepatuhan. Temuan ini memperkuat argumen 

(Rohman & Prantama, 2023) tentang pentingnya kepercayaan sosial dan norma partisipasi dalam 

desain kelembagaan ekonomi desa. 

Selanjutnya, penelitian ini mengisi gap literatur tentang implementasi kebijakan Koperasi 

Desa Merah Putih yang masih sangat terbatas. Analisis (Hilda et al., 2025) tentang tinjauan hukum 

administrasi negara terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden 

memberikan perspektif legal-formal, sementara penelitian ini memberikan parspektif empiris 

tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dinegoisasikan di tingkat desa. 

Temuan tentang hambatan structural, ketidakpastian regulasi, dan resistensi lokal memberikan 

masukan pentingnya bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. 

Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pemahaman baru bahwa transformasi 

kelembagaan ekonomi pedesaan bukan sekedar proses teknis-administratif, melainkan proses sosial-



Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. Vol. 9 , No. 1, Juni 2026, pp. 356-370 369 

DOI: 10.31334/transparansi.v9i1.5495 E-ISSN  2622 - 0253 
 

Abdul Aziz Zulhakim (Transformasi Tata Kelola Lembaga Ekonomi Pedesaan:…) 

politik yang kompleks yang melibatkan negoisasi antar aktor, adaptasi kebijakan, dan pembelajaran 

kolektif. Penelitian ini memperkenalkan konsep dual institutional transformation untuk 

menggambarkan fenomena di mana dua lembaga ekonomi, satu yang sudah mapan dan satu yang 

baru, berinteraksi dalam satu ekosistem kelembagaan desa, menciptakan dinamika yang penuh 

ketegangan namun juga peluang untuk inovasi tata kelola.   

7. Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik Pembanguna Ekonomi Pedesaan 

Temuan empiris di Desa Bioa Sengok memiliki implikasi penting bagi kebijakan dan praktik 

pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia, hal ini dapat di rekomendasikan sebagai berikut: 

a. Sinkronisasi Kelembagaan. Perlunya kerangka hukum kompherensif yang memungkinkan BUM 

Desa dan Koperasi Desa Merah Putih beroperasi secara sinergis, mencakup harmonisasi 

regulasi, mekanisme operasional, sistem pelaporan, dan alokasi sumber daya. 

b. Transformasi Bertahap dan Partisipatif. Adopsi pendekatan gradual yang memberikan waktu 

memadai bagi desa untuk mempersiapkan kapasitas kelembagaan dan mengintegrasikan 

program baru dengan sistem eksisting, menggantikan model implementasi instan. 

c. Penguatan Kapasitas Multidimensional. Pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya bersifat 

teknis-administratif, tetapi juga mencakup kompetensi fasilitasi dialog, pengelolaan konflik, dan 

kolaborasi antar-lembaga (Herkules et al., 2025). 

d. Apresiasi Ekosistem Kelembagaan Lokal. Pengakuan dan penguatan institusi informal yang 

telah mapan, dengan mempertimbangkan dimensi sosial kelembagaan dalam setiap inisiasi 

program pembangunan ekonomi desa. 

e. Integrasi Kelembagaan. Implementasi model integratif seperti menjadikan Koperasi Desa Merah 

Putih sebagai unit usaha BUM Desa, sejalan dengan konsep transformasi berbasis nilai syirkah 

(Saputra et al., 2025), untuk menciptakan sinergi tanpa menghilangkan identitas kelembagaan. 

f. Partisipasi Inklusif dan Subtantif. Pelibatan aktif kelompok marginal (petani kecil, perempuan, 

lansia) sebagai bagian integral transformasi, bukan sekedar formalitas procedural, melalui forum 

partisipasi efektik yang menampung aspirasi dan membangun konsensus (Faedlulloh, 2018). 

g. Fasilitas Akademis dan Pendampingan Intensif. Peran akademis dan pendamping sebagai 

mediator dalam proses pembelajaran sosial, menggunakan pendekatan learning by doing yang 

menekankan dialog multi-pihak, dilakukan secara berkelanjutan mulai dari fase pembentukan 

hingga operasionalisasi. 

h. Temporalitas Transformasi. Pengakuan bahwa transformasi kelembagaan memerlukan proses 

adaptasi lokal dan pembelajaran sosial yang tidak dapat dipaksakan dalam jangka pendek, 

dengan target realistis yang memberikan ruang bagi konsolidasi kapasitas.  

KESIMPULAN 

Transformasi kelembagaan ekonomi di Desa Bioa Sengok menggambarkan proses adaptasi yang 

kompleks antara kebijakan nasional dan dinamika lokal. Proses ini memperhatikan bahwa tata kelola 

desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga arena negoisasi sosial yang 

melibatkan aktor, nilai, dan struktur kelembagaan. Kasus Desa Bioa Sengok memberikan gambaran yang 

kaya tentang kompleksitas transformasi tata kelola lembaga ekonomi pedesaan di Indonesia, di mana 

transformasi ini tidak sekedar proses teknis-administratif, melainkan melibatkan politik,  sosial, dan 

budaya yang saling berinteraksi. 

Temuan penelitian ini menjembatani gap literatur dengan menunjukkan bahwa interaksi antara 

BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bentuk nyata dari transformasi kelembagaan 

ganda (dual institutional transformation) yang belum banyak diteliti di Indonesia. Transformasi ini tidak 

hanya menciptakan perubahan structural, tetapi juga menumbuhkan pembelajaran sosial yang 

memperkuat kapasitas tata kelola. Proses transformasi berlangsung melalui empat fase, yakni inisiasi, 

respon lokal, adaptasi, dan implementasi parsial, yang mencerminkan dinamika antara tuntutan kebijakan 

top-down dan kapasitas adaptif lokal. 

Modal sosial yang kuat, kapasitas kelembagaan lokal yang sudah ada, dan komitmen berbagai 

aktor untuk mencari solusi bersama merupakan aset berharga yang dapat menjadi fondasi bagi 

transformasi yang lebih substantif dan berkelanjutan. Namun, hambatan structural berupa ketidakjelasan 
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regulasi, keterbatasan teknis sistem administrasi, konflik kewenangan, ketidakpastian pendanaan, dan 

minimnya koordinasi lintas sektor menjadi tantangan serius yang harus diatasi. 

Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pemahaman baru bahwa keberlanjutan ekonomi 

pedesaan tidak dapat dicapai melalui pembentukan lembaga baru semata, melainkan melalui proses 

sinkronisasi kelembagaan, pembelajaran sosial, dan kolaborasi adaptif yang berakar pada konteks sosial 

ekonomi desa. Transformasi yang berkelanjutan memerlukan harmonisasi antara kebijakan nasional 

dengan kearifan lokal, antara lembaga formal dengan mekanisme informal, dan antara tuntutan 

akuntabilitas administratif dengan legitimasi sosial. Hanya dengan pendekatan yang holistik, partisipatif, 

dan kontekstual, transformasi tata kelola lembaga ekonomi pedesaan dapat berkontribusi secara nyata 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.  
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